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ecaramengejutkan,
alJrirtahunlaluGu-
bernurJawaTimur

menerbitkan Peraturan Gu-
bernurNomor6lTahun
2OO6 tentang Pemanfaatan
RuangpadaKawasanPe-
ngendalian Ketat Skala Re-
gionaldiJawaTimur.

Dari sisi substansi, materi Per-
aturan Gubernur (Pergub) No
6V2OO6 ini sangat normatif. Da-
lam hal ini gubernur memiliki ik-
tikad turut serta mengendalikan
atau mengontrol pembangunan
di pemerintah kota (pemkot)/pe-
merintah kabupaten (pemkab)
se-Jatim. Namun hemat penulis,
pascapemberlakuan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2oo4
tentang Pemerintahan Daerah,
resistensi atau konflik vertikal
antara pemkab/pemkot dengan
pemerintah provinsi (pemprov)
pasti akan terjadi. Hal itu cukup
rasional sebagai sebuah koreksi
alamiah yang penerapannya bu-
tuhdievaluasi.

Sebagai sebuah produk hukum,
Pergub No 6l,i2006tidaklepas da-
ri adanya idealisasi Gubernur Ja-
tim untuk mengendalikan laju
pembangunan berskala regional.
Namun karena normatifnya pem-
kab/pemkot diberi keleluasaan
untuk mengurus rumah tangga
sendiri, konfl ik kepentingan anta-
ra pemkab/pemkot dan pemprov
tak pelak menjadi hal yang tidak
terhindarkan.

Hasil riset mengindikasikan,
kendati hakikatnya bermaksud
menata kawasan agar peruntukan
dan fungsinya jelas sehingga gu-
bernur dapat mengendalikan laju
pembangunan kawasan yang ber-
sinergi secara regional, pergub ini
sarat dengan berbagai kelemahan.

Pertam4 proses maupun moti-
vasi awal kemunculan produk hu-
kum ini tidak melibatkan peran

' serta pemkab/pemkot' terutama
dalam mengeksplorasi berbagai
masukan. Hal ini pentrng sebagai

amanat Pasal 38 Poin I b UU No Sebagaimana disuarakan ba- but bisa diwujudkan melalui ada-
32/2OO4. nyak kalangan, pergub ini justru nya komitmen sftanng.atau per-

Kedu4 pemprov terkesan mau menambah mata rantai birokrasi sentase pendapatan dari DPKter-
mendikte pemkab/pemkot. Logi- barudanberbelit-belitkarenaun- sebut.
kany4 setelah pergub terbit, strp- tuk mengurus IMB dan reHame Keligg, dalamsoal RTRW, kira-
tegi pemprov pasfi mengagenda- saja harus ke gubernur. Bisa diba- nya Gubernur Jatim cukup ter-
kan*akfuuntul< sosialisasi. Kalau yangkan, jika ini terjadi, Kabupa- hormat jika marnpu duduk bersa-
bahasanya adalah sosialisasi, ber- ten Pacitan dan daerah lainnya ma dalary satu meja de}gan pem-
arti inisiasi maupun ide awal per- pastikurangmenarikbagiinvestor kab/pemkol se-Jatim -dengan fo--
gub ini murni top-down dan bu- karehajauhnyalokasimenujuprr- kus pembicaraan bukan untuk
kan bottom-up. Dalam konteks sat pemerintahan provinsi. Pada- me-review RTRW provinsi yang
ini, sul<a atau tidak suka pem- hal,-sejatinya pemprov mendu- telahdibagimenjadilimawilayah
kab/pemkot harus menerimadan kung pernkab/pemkot mencipta- denganHasifikasiperuntukandan
mengimplernentasikan 

"produk 
kan iklim investasi di daerahnya fungsiberbed4namunlebihpada

hukum t-ersebut. Ini tipologi Orde menjadikondusif. upaya menyelaraskan dan menyt-
Baruyangsejatinyaharusdikubur. Keenam, kendati lebih diorien- nergikankebijakanpemkaffiem-

6etiga se-cara geogafis pergub tasikan pada penataan terhadap kot. Dengan demikian, guberyur
ini muncul saat Pemkot Surabaya DPK yang telah tereantum dalam tidak terkesan otoritarian dan
tengah "mengobral" surat izin Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW tidak tumpang tindih. Ka-
mendirikan bangunan (IMB) bagi (RTRIV) Jatim, dalam pergub ini lau sampai tumpang tindih, itu je-
pendirianmalbaru,papanreHa- dimungkinkan terjadi tumpang I1q t1{ak-ryenguntungkan semua
me, danperkantorandijalan-jalan tindih dengan rencana tata ruang pihak baik bagi pemprov maupun
protokol. Bagi Pemkot Surabaf4 koty'kabupaten (RTRIO yang te- pemkab/pemkot.
ini merupakan aset potensial bagi lah dirancang dan diputuskan ka- Keempat dalam mengimple-
peningkatanpendapatanaslidae- bupaten&otadiJatim. mentasikanamanahpergubini,
iah (PAD). Namun bagi Pemprov Sebagai contoh kasus adalah tim asistensi yang dibentuk gu-
Jatim, hal ini justru melanggar Kota Surabaya yang memiliki po- bernur mestinya memvalidasi
aturankargnaasetprovinsidiam- tensi tumpang tindih tertinggi di data secara akurat dan obyektif
bilPemkoTSirabaya. Jatim dibandingkan dengan dae. di masing-masing pem-

Kesan yang iinirncul kemudian, rahlain,khususnyasoalCityofTo- kab/pemkot se-Jatim, termasuk
gubernurra's-i-rasWaliKotaSura- morrow pengembangan Tanjung status legalitas formal dari DPK
bayadengdhqglSp;ibahwaguber- PerakdilamongBay,jalantol,dan yang tercantum dalam RTRW
nur"tidakr"16"l!56igul"lrue"hasil terminalintermoda. Jatim tersebut. Hal ini sangat

ftr1-ja9ratr.pengcndffif;91gt,ry,,_rfytrnsparansi penting untuk menghindari sa-
(DPD bernilai ekonoi.,'1 k${661,,v.i -,,... ..rp ,,. 

I|'I ling klaim antara pemprov dan
khususnya jalan nasional dari pno,ia.ir" ;..H!nuat penulis, sepanjang per- pemkab/pemkot. Pasalnya, sela-
vinsi di Surabaya, "direbuf'WaIi" "hfult\imasihpadatahapsosialisa- ma ini banyak sekali aset pem-
KotaSurabaya. si ke$emkab/pemkot,masilT ba- --prov maupun pemkab/pemkot

Keempat, dari sisi hierarki, la- nyak hal yang perlu mendapatkhif " 
' 

iliJatim ygng status legalitas for-
hirnya pergub tersebut menim- perhatian serius dari Gqpgrnlq _mhlnyakrolurnjelas. -
bulkan konflik hukum yang ber- . Jatim Imam Utomo. Pertaniajtl5-. . $elimlipedy-q$fliff{fQ?r11h re-
imbas pada munculnya p6tensi lamsafariuntuksosialisasiPerggf,, 

" gioilil1nin$lngpgd<g"rnu.S,mpro-
konflik sosial. Pasalny4 pergub ini No 61,/2006 ini, sejatinya guber------sesevatudbi+ittu {dhiflgBa-utemi-
menganulir produk hukum (per- nur perlu menjelaskan secara liki dayau\gntpl,,kuf*nF-gl p"*-
atuan daerah) di tingkat lokal transparanmotivasiawaldaniliti- prov mautrtrur;.pernka'b71pemkot.
yang telah lama diterbitkan. Bagr kad baik dimunculkannya pergub Maka, diharap*trr$dbtng-masing
pemkab/pemkototomatispergub ini pada masing-masing pem- memilikiarahdanibriC4llstrqte-
ini dianggap sebagai instrumen kab/pemkot. Langkah ini penting gis pembangunan yang jelas dan
"penggerogof'PAD. Kalau ini ter- agar tidak terjadi mispersepsi investor pun memiliki kepastian
jadi, pasti muncul kesan grbernur yang berbuah konflik lokal antara dalam menanamkan investasi. Se-
"memiskinkan" daerah. Sementa- eksekutif danlegislatif,khususnya mogabermanfaat.Amin.
ra investor atau pengusaha yang soalakselerasipeningkatanPAD.
sudah kadung pegang IMB atau Kedu4 gubernur harus mem-
izin pasang reklame kebingungan berikan garansi pada pem-
mencari solusi. kab/pemkot bahwa terbitnya Per- ALI MUHDI

Kelima pergub ini kontuapro- gUb No 6/2004 ini tidak justru DosenllmuPolitik
duktifdenganupayareformasibiro- mengancamPADmasing-masing il

lrrasiyangmengagendakantercipta- daerah. Sejatinya secara ekono- SunanAmpelswabaya
nya good gwemance and clean go- mis, gubernur harus memberikan danPenelitidi
ierient{eng;nprioritaspelayarian komfensasi alternatif yang pro- RegionalEconomicandSocial
yangrnudalr,murah,dancepal porsional dan strategis. Hal terse- InstituteSurabaya


